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ABSTRAK 
 

Kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia masih bersifat struktural. Bank Dunia 
memperkirakan lebih dari 60,3% penduduk hidup di bawah standar kemiskinan 
internasional. Kesenjangan ini dipicu oleh akumulasi kekayaan yang dikuasai kelompok 
elit, dan lemahnya pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini 
bertujuan menganalisis mekanisme dan nilai-nilai dalam sistem ekonomi Islam kâfah dan 
peran negara sebagai solusi struktural untuk mengatasi kemiskinan. Menggunakan 
pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka, mencakup data statistik resmi, 
seperti BPS, teks Al-Qur’an dan tafsir dari Ibnu Katsir. Sistem ekonomi Islam kâfah 
menawarkan kerangka struktural yang kuat untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. 
Implementasinya membutuhkan regulasi syariah, komitmen negara, dan kesadaran 
masyarakat agar potensi ini dapat diwujudkan secara nyata. 
 
Kata Kunci: kemiskinan struktural, ekonomi Islam kâfah, redistribusi syariah, zakat, 
peran negara. 

 
 

ABSTRACT 
 

Economic disparities and poverty in Indonesia are still structural. The World Bank 
estimates that more than 60.3% of the population lives below the international poverty 
standard. This gap is triggered by the accumulation of wealth controlled by the elite, and 
weak basic services such as education and health. This study aims to analyze the 
mechanisms and values in the Islamic comprehensive economic system and the role of 
the state as a structural solution to overcome poverty. Using a qualitative descriptive 
approach through literature studies, including official statistical data, such as BPS, the 
text of the Qur'an and the interpretation of Ibn Kathir. The Islamic comprehensive 
economic system offers a strong structural framework to overcome poverty in Indonesia. 
Its implementation requires sharia regulations, state commitment, and public awareness 
so that this potential can be realized in real terms. 
 
Keywords: structural poverty, Islamic comprehensive economics, sharia redistribution, 
zakat, role of the state. 
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PENDAHULUAN 

Kemiskinan di Indonesia bukan hanya hasil dari minimnya upaya individu, melainkan 

mencerminkan ketidakseimbangan struktural dalam sistem ekonomi (Dewi et al., 2016; 

Haryati & Hidayat, 2014). Menurut BPS, tingkat kemiskinan nasional mencapai 8,57 % 

atau sekitar 24 juta jiwa per September 2024 (bps.go.id). Namun, Bank Dunia 

memperkirakan sekitar 60,3 % penduduk hidup di bawah standar kemiskinan 

internasional US$ 6,85 PPP (ahmadsastra.com). Perbedaan tajam ini menunjukkan 

adanya disparitas struktural: kekayaan nasional terkonsentrasi pada segelintir elit, 

sementara mayoritas rakyat awam mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya 

dan peluang (liputan6.com). Era kapitalisme mendorong dominasi kepemilikan pribadi 

dan modal bebas yang sering kali mengecualikan rakyat kecil dari pengelolaan sumber 

daya. Margin kekayaan di Indonesia terus terkonsentrasi; misalnya, 50 orang super kaya 

memiliki aset setara dengan 50 juta orang terbawah (bloombergtechnoz.com). Model 

ekonomi semacam ini memicu ketimpangan dan keterbelakangan generasi, serta 

melemahkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan layak. 

Sistem ekonomi Islam kâfah menawarkan solusi struktural melalui tiga pilar 

utama, yaitu: kepemilikan publik terhadap sumber daya strategis seperti minyak, gas, 

dan pertanian (An-Nabhani, 1997; Mas’adah, 2018). Prinsip kepemilikan publik dan 

negara, yang mencerminkan nilai amanah, diyakini mampu menghentikan praktek 

monopoli dan marginalisasi rakyat, serta membuka akses yang lebih merata akan 

manfaat SDA. Lebih dari itu, mekanisme redistributif fiskal syariah meliputi zakat, kharaj, 

fai`, jizyah, dan khumus berfungsi sebagai mekanisme yang nyata melibatkan negara 

sebagai fasilitator kesejahteraan umum (Zallum, 2004). Melalui instrumen ini, sistem 

Islam tidak hanya berfungsi sebagai norma moral, tetapi juga instrumen praktis untuk 

membangun kesejahteraan rakyat. Penelitian ini akan mengkaji relevansi nilai Islam yang 

integral dalam menyediakan akses kebutuhan dasar rakyat dan memetakan penerapan 

redistribusi fiskal sebagai pondasi negara kesejahteraan berbasis syariah. 

Artikel ini menjelaskan letak pentingnya sistem ekonomi Islam untuk solusi 

struktural problem kemiskinan di Indonesia. Artikel ini diharapkan bisa memberikan 

sumbangan wacana alternatif di tengah ramainya pergulatan para pemikir ekonomi 

kontemporer dalam menyikapi problem perekonomian, khususnya di Indonesia dengan 

paradigma Islam dalam bidang ekonomi. 

https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengandalkan studi 

pustaka sebagai metode utama (Utomo, 2024; Wajdi et al., 2024). Pendekatan ini 

bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam dan sistematis terhadap konsep 

sistem ekonomi Islam kâfah sebagai solusi struktural dalam mengentaskan kemiskinan, 

dengan menggabungkan berbagai jenis sumber untuk analisis yang lebih kaya dan 

kontekstual dengan sedikit bantuan mesin kecerdasan buatan (Utomo, 2023). Data 

kuantitatif, peneliti menggunakan statistik resmi dari BPS. Menurut BPS, pada September 

2024, tingkat kemiskinan nasional tercatat 8,57 %, setara dengan sekitar 24 juta jiwa 

(probolinggokab.bps.go.id). Sementara itu, laporan Bank Dunia merilis angka kemiskinan 

ekstrem menggunakan garis internasional (US$ 6,85 per hari), yang memperlihatkan 

bahwa sekitar 60,3 % penduduk Indonesia hidup di bawah ambang tersebut (bps.go.id). 

Perbedaan mencolok ini 8,57 % (BPS) versus 60,3 % (Bank Dunia) mendorong penulis 

melakukan analisis lebih lanjut tentang dimensi struktural kemiskinan dan relevansi 

sistem ekonomi alternatif yang bisa menjadi solusi.  

Secara tekstual, kajian ini merujuk pada teks Al-Qur’an dan tafsir klasik, terutama 

Ibnu Katsir, untuk memahami kerangka redistributif dalam sistem Islam meski ayat 

spesifik tidak disebut dalam artikel primer, pemahaman terhadap tujuan syariah tetap 

menjadi pondasi penting. Selain itu, literatur klasik seperti Al-Amwâl fî Dawlah al-

Khilâfah oleh Abdul Qadim Zallum menjadi sumber utama dalam memahami operasional 

keuangan negara Islam terutama pengelolaan Baitul Mal dan instrumen fiskal seperti 

zakat, khumus, fai’, dan jizyah. Sementara itu, An-Nizham al-Iqtishâdi fī al-Islâm karya 

Taqiuddin an-Nabhani dijadikan rujukan untuk menyusun kerangka filosofis ekonomi 

Islam yang utuh dan berkelanjutan. Selanjutnya, artikel dari Muslimah News (17 Mei 

2025 dan 28 Februari 2023) digunakan sebagai studi kasus kontekstual yang 

merefleksikan gagasan tersebut dalam masyarakat Indonesia modern. Dengan demikian, 

peneliti mampu menyusun analisis yang menggabungkan data statistik (kuantitatif) dan 

kajian teks klasik serta kontemporer (kualitatif), sehingga memberikan gambaran 

komprehensif mengenai potensi dan relevansi ekonomi Islam sebagai solusi struktural 

terhadap kemiskinan di Indonesia. 
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HASIL, DISKUSI, DAN PEMBAHASAN 

Kemiskinan di Indonesia terjadi di antaranya karena dampak penerapan sistem ekonomi 

global yang mengedepankan kapitalisme dan privatisasi sumber daya alam. Kekayaan 

nasional terkonsentrasi di tangan sedikit elit, bahkan terkadang di bawah pengelolaan 

asing, sementara sebagian besar rakyat tidak menikmati manfaatnya secara langsung. 

Data dari BPS dan Bank Dunia memperlihatkan kontras tajam dalam pengukuran 

kemiskinan. BPS mencatat angka 8,57 % (≈24 juta jiwa), sedangkan Bank Dunia 

menunjukkan kisaran 60,3 %, mencerminkan ketimpangan akses yang jauh lebih besar 

daripada yang tercermin dari angka nasional saja. Model ekonomi kapitalistik ini 

memperkuat akar struktural kemiskinan melalui akumulasi aset pada kalangan terbatas 

dan pengabaian terhadap kepentingan ekonomi rakyat umum (Malkawi, 2020). 

Kemiskinan dalam kerangka ekonomi Islam tidak hanya diukur dari aspek materi 

semata, tetapi juga dari ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi dharûriyyât 

kebutuhan dasar yang menjaga martabat dan keimanan (Adzkiya’, 2020; Ar-Raisuni, 

2010; Huzaemah, 2016; Muthalib et al., 2021). Al-Qur’an membedakan antara fâqīr 

(orang fakir) dan miskîn (orang miskin), keduanya menjadi kelompok penerima wajib 

zakat sesuai ayat QS At-Taubah [9]:60. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menekankan 

bahwa orang fakir menerima prioritas karena kebutuhan mereka lebih mendesak, 

sedangkan menurut Abu Hanifah, status miskin bahkan lebih berat daripada fakir karena 

kelumpuhan ekonomi mereka (Ibnu Katsir, Tafsîr Al‑Qur’ān Al‑‘Aẓîm, 4/165). Syekh 

Abdul Qadim Zallum (2004) memperluas definisi ini dalam Al‑Amwâl fî Dawlah 

al‑Khilâfah, dengan menyatakan bahwa fakir adalah mereka yang belum mampu 

memenuhi kebutuhan pokok, tetapi masih memiliki penghasilan yang sangat minim; 

sedangkan miskin adalah mereka yang benar-benar tidak memiliki apapun, bahkan 

sampai tidak terlihat memintanya secara terbuka (HR. Muttafaq ‘Alaihi) 

(portalperadabanislam.com). Kedua golongan ini, Zallum menjelaskan, berhak menerima 

zakat hingga tingkat kecukupan sehingga zakat berfungsi tidak hanya sebagai bantuan 

sementara, tetapi juga sebagai alat sosial-ekonomi yang mengembalikan martabat 

penerima. Senada dengan penjelasan Zallum adalah tulisan Abdullah (2002) dalam Studi 

Dasar-Dasar Pemikiran Islam pada bagian ekonomi. 
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Keadilan (al-‘adl) menjadi pilar fundamental dalam sistem ekonomi Islam. 

Al‑Maliki (2001) menegaskan dalam Politik Ekonomi Islam bahwa negara bertanggung 

jawab tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator ekonomi terutama 

dalam pengelolaan sumber daya publik untuk kesejahteraan rakyat. Negara Islam 

diwajibkan menjamin akses rakyat terhadap pangan, sandang, papan, pendidikan, dan 

kesehatan; hal ini sesuai dengan konsep mas’uliyyah ad‑daulah (tanggung jawab negara) 

dan tadakhul ad‑daulah (intervensi negara) untuk memastikan kesejahteraan umum 

(muslimahnews.net, elibrary.bsi.ac.id). Dengan demikian, sistem ekonomi Islam tidak 

sekadar normatif, melainkan bersifat praktis dan sistemis. Ia menyediakan kerangka 

redistributif yang berbasis syariah yang dijalankan oleh negara demi menjaga 

keseimbangan sosial dan mencegah akumulasi kekayaan di tangan elit atau korporasi. 

Model ini, menurut pemikiran klasik dan kontemporer, mampu menyediakan jaring 

pengaman dan memberdayakan ekonomi rakyat, sehingga menegakkan keadilan 

ekonomi dan sosial secara menyeluruh. Dalam hal pengentasan kemiskinan, Islam 

memiliki sejumlah mekanisme. Di antaranya, pertama, pengaturan kepemilikan yang adil. 

Islam mengatur kepemilikan harta untuk mencegah penumpukan kekayaan pada 

segelintir orang. Al-Qur’an menyatakan, “Agar harta itu tidak hanya beredar di antara 

orang-orang kaya saja di antara kalian.” (QS Al-Hasyr [59]: 7). 

Oleh karena itu, dalam sistem Islam, sumber daya alam (SDA), seperti minyak, gas, 

tambang, dan mineral adalah milik umum (al-milkiyyah al-‘aammah) yang wajib dikelola 

hanya oleh negara untuk rakyat. SDA haram dikuasai oleh individu atau korporasi. 

Namun, sistem kapitalisme yang diterapkan saat ini telah memperlihatkan sisi gelapnya 

melalui praktik eksploitasi ekonomi yang terjadi akibat liberalisasi pasar dan privatisasi 

SDA. Adapun dalam sistem kapitalisme, kepemilikan dan pengelolaan aset-aset strategis, 

seperti minyak, gas, air, dan hutan diserahkan kepada individu atau korporasi. Akibatnya 

yang terjadi adalah akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang, sementara 

masyarakat luas justru kehilangan akses terhadap hak-hak ekonominya. Ini berbeda 

dengan sistem ekonomi Islam yang menempatkan sumber daya strategis sebagai milik 

umum (Amin, 2011).  
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Syekh Taqiyuddin an-Nabhani (2004) dalam An-Nizhâm al-Iqtishâdi fî al-Islâm 

menegaskan bahwa negara berkewajiban mengelola dan mendistribusikan hasil dari 

sumber daya tersebut demi kemaslahatan umat. Prinsip kepemilikan umum ini bertujuan 

mencegah eksploitasi, serta menjamin distribusi kekayaan yang lebih adil dan merata. 

Islam memastikan mekanisme zakat, infak, dan sedekah bisa terdistribusi secara merata 

di tengah masyarakat. Setiap lelaki dewasa, terutama yang punya tanggungan keluarga, 

wajib mencari nafkah. Menurut Imam Ibnu Katsir, ayat di atas memerintahkan individu 

untuk memenuhi kewajiban nafkah sesuai dengan kapasitasnya (Ibnu Katsir, Tafsîr al-

Qur’ân al-‘Azhîm, 10/45–48). Di sisi lain, agar setiap orang yang wajib bekerja bisa 

mendapatkan pekerjaan, maka negara wajib menyediakan lapangan kerja bagi mereka. 

Negara wajib menyediakan lapangan kerja bagi warganya melalui kebijakan ekonomi 

yang berorientasi pada sektor riil, seperti: pertanian, industri, perdagangan, dan tenaga 

manusia di sektor jasa (Aviva et al., 2024; Hasibuan et al., 2021; Ihwanudin et al., 2024; 

Iswanto, 2022; Utomo et al., 2024; Zaki et al., 2024). 

Negara wajib menjamin kebutuhan dasar setiap individu warga terpenuhi.  Negara 

dalam Islam wajib menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat (pangan, sandang, dan 

papan). Negara juga wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelayanan kesehatan 

secara cuma-cuma bagi warganya. Ini karena pemimpin negara (imam/khalifah) dalam 

Islam bertanggung jawab penuh atas urusan warga negaranya. Rasulullah saw. bersabda, 

“Imam (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat 

yang ia urus.” (HR An-Nasa’i). Secara menyeluruh, semua mekanisme ini hanya efektif jika 

diterapkan dalam konteks syariah yang menyeluruh (kâfah). Sistem ekonomi Islam kâfah 

mencakup pengelolaan SDA sebagai milik publik, mekanisme zakat yang terstruktur, 

serta negara yang berfungsi sebagai fasilitator kesejahteraan. Dengan ini, sistem ekonomi 

Islam tidak hanya menjadi norma moral, tetapi juga sistem ekonomi yang nyata, mampu 

menjawab masalah kemiskinan struktural dan ketimpangan sosial secara berkelanjutan 

(Clark, 2007; Ghazanfar, 2003; Hamid, 2009; Iswanto, 2022; Kasdi et al., 2021; Khan, 

2011; Kuran, 1995; Mirakhor & Askari, 2017; Salman, 2013; Zirzaar, 1955). 
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KESIMPULAN 

Sistem ekonomi Islam kâfah menunjukkan potensi besar sebagai solusi struktural untuk 

mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Melalui tiga pilar utama kepemilikan bersama 

atas sumber daya strategis, pendanaan fiskal syariah yang adil dan merata, serta negara 

sebagai fasilitator kesejahteraan masyarakat—sistem ini mampu menciptakan 

kesejahteraan publik yang berkelanjutan, tanpa bergantung pada utang atau subsidi 

dangkal. Implementasi model fiskal syariah ini tidak hanya bersifat redistributif, tetapi 

juga produktif. Selain itu, konsep negara kesejahteraan berbasis syariah menempatkan 

tanggung jawab penuh pada negara untuk menyediakan kebutuhan dasar pangan, 

sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya 

menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga menciptakan pondasi sosial ekonomi 

yang adil dan berkelanjutan. Untuk merealisasikannya, diperlukan regulasi syariah yang 

memadai, komitmen politik yang kuat, serta literasi masyarakat agar mereka memahami 

dan mendukung mekanisme tersebut. Dengan begitu, model ekonomi Islam kâfah dapat 

benar-benar berfungsi sebagai tatanan ekonomi yang adil, inklusif, dan tahan lama. 
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